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Abstrak
 

KAPET (Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu) adalah suatu bentuk pusat pertumbuhan yang

merupakan salah satu strategi dalam kebijakan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi.

Pendekatan pembangunan yang berorientasi pertumbuhan ini mengasumsikan bahwa kesejahteraan

masyarakat akan dapat dicapai melalui peningkatan ekonomi makro yang selanjutnya akan membawa

perbaikan ekonomi di tingkat mikro, serta kemajuan pada bidang-bidang lain, melalui efek `menetes ke

bawah' (trickle down effect).   

<br />

 

<br />

Namun kenyataan menunjukkan bahwa selama ini, khususnya di Indonesia, teori trickle down effect tidak

berjalan sebagaimana mestinya. Kemacetan mekanisme trickel down effect memunculkan kondisi dimana

pembangunan ekonomi tidak diikuti oleh pembangunan sosial yang setaraf, kondisi ini disebut distorsi

pembangunan. Pembangunan terdistorsi (distorted development) tidak hanya berwujud dalam bentuk

kemiskinan, kemerosotan, status kesehatan rendah, dan perumahan yang tidak memenuhi syarat, melainkan

juga dalam bentuk; ketidaksetaraan lapisan-lapisan masyarakat dalam pembangunan, penindasan terhadap

wanita, eksploitasi tenaga kerja anak, kerusakan lingkungan, dan juga penggunaan kekerasan (militerisme)

dalam mengatasi berbagai persoalan.   

<br />

 

<br />

Atas dasar kenyataan tersebut, sudah selayaknya kebijakan pembangunan yang hanya berorientasi pada

pertumbuhan ekonomi semata tanpa memperhatikan pemerataan harus ditinjau kembali. Pertumbuhan

ekonomi memang penting bagi kesejahteraan rakyat tetapi bukan yang utama.    

<br />

Perhatian pada peningkatan kapasitas individu dan institusi masyarakat lebih penting dilakukan agar

pertumbuhan ekonomi yang terjadi dapat disebar-merata dan ikut dinikmati oleh masyarakat, untuk

selanjutnya dapat meningkatkan kemajuan pada bidang-bidang lainnya.   

<br />

 

<br />

KAPET Sabang, yang dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 171 tahun 1998, memang direncanakan

sebagai pemicu dan pemacu bagi pertumbuhan ekonomi agar tercapai kemakmuran dan kesejahteraan

masyarakat di Kota Sabang dan Propinsi Daerah Istimewa Aceh khususnya, serta Indonesia pada umumnya.

Adalah hal yang sangat ironis dan tidak dikehendaki jika pada akhirnya kebijakan tersebut akan
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memunculkan distorsi pembangunan di kawasan tersebut.   

<br />

 

<br />

Untuk itu, perlu dipertanyakan apakah kebijakan KAPET Sabang telah memungkinkan untuk terjadinya

pemerataan. Selanjutnya, kebijakan antisipatif apa yang harus dilakukan, khususnya oleh Pemerintah Kota

Sabang dan Badan Pengelola KAPET Sabang, untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi mendorong

terjadinya pemerataan. Oleh karena, pemerataan tidak dapat terjadi dengan sendirinya, ia memerlukan

kondisi kondusif yang mendukung.   

<br />

 

<br />

Penelitian ini setidaknya berusaha mengungkapkan dan menjawab permasalahan-permasalahan tersebut,

dengan menggunakan metode penelitian sintesis terfokus. Metode ini mensintesakan antara telaahan

pustaka, pengalaman penelitian dan diskusi dengan subyek yang berkompeten (stake holder, study user,

advisor, dan tenaga ahli). Berdasarkan sintesa ketiga komponen tersebut permasalahan-permasalahan yang

telah dikemukakan di atas akan dibahas dan dianalisa sehingga dapat diambil kesimpulan dan saran bagi

pelaksanaan kebijakan tersebut di masa yang akan datang.   

<br />

 

<br />

Dari data dan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa kebijakan yang akan dikembangkan dalam KAPET

Sabang untuk mencapai pemerataan adalah pohon industri dan pola kemitraan. Para advisor dan tenaga ahli

menanggapi bahwa kedua kebijakan tersebut mungkin saja diterapkan untuk menciptakan pemerataan.

Namun kebijakan itu harus berlangsung dalam suasana persuasif, dalam arti tidak dipaksakan agar tidak

terjadi inefisiensi. Suasana demikian diharapkan akan terjadi baik melalui tindakan langsung maupun tidak

langsung. Tindakan langsung; tidak hanya berupa ketentuan-ketentuan, tetapi juga mekanisme dan insentif

serta pemberdayaan masyarakat (pengusaha kecil/menengah). Sedangkan tindakan tidak langsung dilakukan

melalui himbauan serta pemberian kesempatan dan peluang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk

berkembang. Sementara itu penciptaaan kondisi yang kondusif bagi mendorong terjadinya pemerataan,

diupayakan antara lain melalui; kebijakan di bidang kependudukan, sosial, ketenagakerjaan dan sumberdaya

manusia, serta kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan.   

<br />

 

<br />

 

		


